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Hari Ini Ahok Diperiksa .....aaeeeeeeeeeeeeennnnnne
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modus impor BBM di Pertamina yang
merugikan negara. la berkata hal itu berkaitan
dengan teknis pengadaan.

Meski begitu, Ahok mengingatkan ada penga-
wasan berlapis di Pertamina. Selain itu, ada juga
pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan.

"Ya bisa saja dan aku senang jika diminta
keterangan," ujar Ahok melalui pesan singkat
kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/2).

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan

sembilan orang tersangka yang terdiri dari enam
pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah
satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur
Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kejagung menyebut total kerugian kuasa
negara dalam perkara korupsi ini mencapai
Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian
ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar
Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak
mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7
triliun.

Selain itu kerugian impor BBM melalui
DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian

Prabowo Marah ............eeeeeeeeenenes
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haan yang dilaporkan ke polisi oleh pemerin-
tah ihwal kecurangan takaran Minyakita.

Prabowo, lanjut dia, telah berpesan supaya
tidak boleh ada lagi yang menari-nari di atas
penderitaan rakyat imbas kejadian ini.

Ia meminta jangan sampai hanya ingin
untung sesaat, kemudian banyak rakyat yang
dikorbankan.

"Kalau kita ngomong agama itu sudah jelas
ada di Alquran mengurangi timbangan itu mas-

uk neraka ancamannya. Tapi sebelum masuk
neraka nanti di akhirat masuk neraka, juga akan
ditindak tegas," kata dia.

Sudaryono mengatakan Prabowo ingin
rakyat mendapatkan kualitas pelayanan yang
semestinya, baik produk maupun jasa.

Karenanya, ia memastikan siapapun yang
melanggar hukum hingga merugikan rakyat
banyak harus dengan tegas dihukum.

"Dengan adanya tindakan tegas ini akan ada
efek jera, orang juga ngga akan ngulangi, yang
mau niat tidak akan meneruskannya," kata dia.

Sebelumnya ditemukan ketidaksesuaian ta-
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dalami ya," ujarnya kepada wartawan, Rabu
(12/3).

Burhanuddin menyebut pendalaman juga
dilakukan untuk mengetahui kapan grup itu
dibuat atau digunakan oleh para tersangka.
Sebab, jika grup itu dibuat saat tersangka dije-
bloskan ke Rutan, maka dirinya akan menindak
pihak yang terlibat, termasuk anak buahnya.

"Karena di tahanan tidak boleh membawa
alat komunikasi. Kalau ada, berarti anak buah
saya yang kurang ajar. saya akan tindak. Kalau

ada. Kita dalami," pungkasnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetap-
kan sembilan orang tersangka yang terdiri dari
enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.
Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direk-
tur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kejagung menyebut total kerugian kuasa
negara dalam perkara korupsi ini mencapai
Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian
ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar
Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak
mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7
triliun.

Selain itu kerugian impor BBM melalui
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saruddin usai menghadiri agenda '"Mem-
bangun Integritas Bangsa Melalui Peran Serta
Masyarakat Keagamaan' di Gedung Pusat Edu-
kasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3).

"Saya memang tidak selalu berambisi untuk
menambah kuota haji karena kalau untuk
menambah kuota haji, ini berpeluang terjadinya
penyimpangan," kata Nasaruddin.

Ia menjelaskan kuota haji di masing-masing
negara berbeda. Pemerintah Indonesia pun
sudah mempelajari hal itu.

"Kita sudah ukur kuota Indonesia sekian,
negara-negara [lain] sekian, tiba-tiba kita akan

tambah misalnya 20.000, mau taruh kasur di
mana gitu kan? Nanti kalau itu ditambah, itu
kadang-kadang nyerbu kemahnya orang, nyerbu
makanannya orang, nyerbu busnya orang, mau
ditolak, orang Indonesia juga kan," tutur dia.

Dibanding kuota haji, menurut Nasaruddin,
lebih penting untuk menambah pendampingan
dari petugas haji. Dengan banyak pendamp-
ing, menurut dia, jemaah akan terlayani dengan
baik.

"Karena kalau orang-orang Arab yang mel-
ayani mereka, tidak bisa bahasa Arab kan. Nah,
kalau pendampingannya dari kita, bisa bahasa
Arab, maka itu saya minta ke Menteri Haji 'Pak,
tolong jangan dikurangi.' Kan dikurangi 50
persen ini kuota pendampingan ini," ujar dia.

pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126
triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023)
sekitar Rp21 triliun.

Kejagung menyebut sembilan tersangka itu
bersekongkol untuk melakukan impor minyak
mentah tidak sesuai prosedur dan mengolah
dengan prosedur yang tidak semestinya.

Perbuatan para tersangka itu disebut me-
nyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak
yang akan dijual ke masyarakat. Sehingga,
pemerintah perlu memberikan kompensasi
subsidi yang lebih tinggi bersumber dari APBN.
(cnni/js)

karan pada minyak goreng MinyaKita berlabel
1 liter ternyata hanya berisi sekitar 750-800
mililiter. Hal ini lantas menimbulkan kecaman
publik.

Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi
Assegaf mengatakan ada tiga perusahaan yang
diidentifikasi satgas mencurangi isi Minyakita.

Ia menyebut ketiga produsen itu diduga mel-
akukan kecurangan dengan mengisikan minyak
hanya 700-900 mililiter pada label kemasan 1
liter. Helfi mengatakan telah menyita produk
minyak goreng yang tidak sesuai label sebagai
barang bukti.(cnni/js)

DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian
pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126
triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023)
sekitar Rp21 triliun.

Kejagung menyebut sembilan tersangka itu
bersekongkol untuk melakukan impor minyak
mentah tidak sesuai prosedur dan mengolah
dengan prosedur yang tidak semestinya.

Perbuatan para tersangka itu disebut me-
nyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak
yang akan dijual ke masyarakat. Sehingga,
pemerintah perlu memberikan kompensasi
subsidi yang lebih tinggi bersumber dari APBN.
(cnni/js)

Ia menambahkan untuk saat ini Kementerian
Agama telah bekerja sama dengan Kementerian
Dalam Negeri unutk menyeleksi siapa yang
berhak menjadi ahli waris yang bisa mengganti-
kan pendamping terhadap jemaah haji.

Indonesia mendapat 221.000 kuota haji
untuk 2025, terdiri atas 203.320 jemaah haji
reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Sementara untuk kuota petugas haji 2025
hanya 2.210 orang. Kuota ini berbeda dari
tahun lalu.

Kuota petugas haji tahun 2025 turun diband-
ingkan kuota yang diperoleh Indonesia pada
2024 lalu yang mencapai 4.200 petugas. Indo-
nesia tengah melobi Arab Saudi agar kuota haji
pendamping dapat ditambah. (cnni/js)
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pleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/3).
Kendati demikian, Adies mengaku belum
mengetahui secara rinci duduk perkara dugaan
korupsi Bank BJB yang berkaitan dengan dana

iklan ini.

Adies mengatakan, pihaknya akan melaku-
kan komunikasi dengan RK yang juga kader
Golkar itu untuk meminta penjelasan terkait
kasus ini.

Terlebih, kata dia, kasus tersebut terjadi
ketika RK masih menjadi Gubernur Jabar dan
belum menjadi kader Golkar.

"Kami nanti coba berkoordinasi lah akan

menanyakan kepada yang bersangkutan terkait
dengan apa yang menjadi penggeledahan di
rumah beliau," jelas dia.

"Beliau adalah hitungannya masih kader
baru begitu. Tapi nanti saya minta kepada Ba-
kumhan kami, bantuan hukum untuk mungkin
sempat komunikasi kira kira masalah apa,"
sambungnya.

KPK telah menyita sejumlah barang bukti
hasil penggeledahan terhadap rumah RK di
Kota Bandung yang dilakukan pada Senin
(10/3) lalu. Kendati demikian, Ketua KPK
Setyo Budianto memastikan RK masih bersta-
tus sebagai saksi dalam kasus ini.

"Saya kembalikan kepada para penyidik lah
itu urusan teknisnya. Penyidik, Direktur Peny-

idikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai
dengan kebutuhan mereka," kata Setyo menje-
laskan kapan Ridwan Kamil diperiksa.

"Saksi," tambahnya menjelaskan status RK.

Setyo mengatakan kasus di Bank BJB
berkaitan dengan penempatan dana iklan kepa-
da sejumlah media massa. Diduga ada pengge-
lembungan atau mark up yang menyebabkan
negara mengalami kerugian.

Lembaga antirasuah sudah menetapkan lima
orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Hanya
saja, identitas para tersangka belum disampai-
kan kepada publik. Hal itu berikut konstruksi
lengkap perkara akan diumumkan KPK dalam
konferensi pers yang rencananya digelar pada
Kamis atau Jumat pekan ini.(cnni/js)
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pan, demikian dikutip New York Times.

Karena mengandalkan kerja sama pemerin-
tahan nasional sehingga sangat berkaitan erat
dengan situasi politik dalam negeri. Beberapa
kepala negara yang didakwa ICC melakukan
kejahatan kemanusiaan hingga kejahatan perang
bebas melenggang di negaranya meski ada surat
perintah penangkapan.

Misalnya Presiden Rusia Vladimir Putin dan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Mereka dituduh melakukan kejahatan perang

satu di Ukraina dan satu lagi di Palestina.

Namun, Putin dan Netanyahu memiliki
pengaruh dan modal politik yang sangat kuat
di negara yang dipimpin, sehingga kepolisian
setempat enggan menangkap mereka.

Penangkapan Duterte terjadi karena ia sudah
tidak menjabat lagi dan secara politik lemah.
Sebaliknya, tampaknya tidak ada peluang sama
sekali surat perintah akan mempan untuk Putin
atau Netanyahu.

Di atas kertas, ICC punya kewenangan me-
merintah penangkapan siapa saja yang diduga
telah melakukan kejahatan yang tercantum

dalam Statuta Roma dan merupakan warga dari
negara anggota pengadilan ini atau melakukan
kejahatan di wilayah salah satu negara anggota.

Namun dalam praktiknya, pengadilan hanya
punya sedikit atau tidak sama sekali untuk
mengejar pemimpin yang sedang menjabat,
atau orang-orang yang berada di bawah perlind-
ungan mereka.

Profesor dari University College London
yang mempelajari akuntabilitas atas kekejaman
massal, Kate Cronin Furman, mengatakan situ-
asi yang sempit ini menciptakan cara bagi ICC
untuk bertindak..(cnni/js)
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badah. Umat Muslim berlomba-lomba
memperbanyak amal saleh, seperti bersedekah,
berbagi makanan, hingga meningkatkan kuali-
tas ibadah. Namun, di balik euforia Ramadhan,
ada satu hal yang sering luput dari perhatian:
meningkatnya jumlah sampah, terutama dari sisa
makanan dan kemasan plastik.

Peduli terhadap kebersihan dan lingkun-
gan juga merupakan bentuk ibadah. Islam
menempatkan kebersihan sebagai bagian dari
iman, sebagaimana dalam hadis Rasulullah
SAW:"Kebersihan adalah sebagian dari iman."
(HR. Muslim)

Maka, momentum Ramadhan seharusnya
tidak hanya menjadi ajang untuk mendekatkan
diri kepada Allah, tetapi juga untuk lebih peduli
terhadap kebersihan lingkungan.

Lonjakan Sampah Selama Ramadhan. Banyak
penelitian dan laporan menunjukkan bahwa
selama bulan Ramadhan, produksi sampah
meningkat drastis. Beberapa faktor penyebabnya
antara lain:

1. Konsumsi Berlebihan. Kebiasaan berbuka
puasa dengan makanan berlimpah sering kali
berujung pada makanan yang terbuang sia-sia.

2. Penggunaan Plastik Sekali Pakai — Takjil

dan makanan berbuka sering dikemas dalam
plastik yang langsung dibuang setelah digunakan.

3. Kurangnya Kesadaran Pengelolaan Sampah
— Banyak orang masih kurang peduli dalam
memilah sampah organik dan non-organik.

Jika tidak dikelola dengan baik, sampah
ini dapat mencemari lingkungan, menyumbat
saluran air, dan bahkan berkontribusi terhadap
pemanasan global.

Langkah nyata menebar kebaikan dengan
peduli sampah yakni mengingat pentingnya
menjaga lingkungan, ada beberapa langkah
sederhana yang bisa kita lakukan untuk berkon-
tribusi dalam mengurangi sampah selama
Ramadhan:

1. Mengurangi Sampah Plastik. Membawa
wadah sendiri saat membeli makanan berbuka.
Menggunakan botol minum dan sedotan reus-
able.Menghindari penggunaan kantong plastik
dengan membawa tas belanja sendiri.

2. Mengelola Sampah Makanan.Mengam-
bil makanan secukupnya agar tidak terbuang.
Memanfaatkan sisa makanan untuk dikonsumsi
kembali atau diolah menjadi kompos.Berbagi
makanan berlebih dengan orang lain yang mem-
butuhkan.

3. Mengadakan Aksi Bersih-BersihMengor-
ganisir kegiatan bersih-bersih masjid setelah

tarawih.Mengajak komunitas atau keluarga untuk
membersihkan lingkungan sekitar. Mengedukasi
masyarakat tentang pentingnya memilah sampah
dan mendaur ulang.

4. Kampanye Ramadhan Hijau.Mengajak
masjid dan panitia takjil untuk menggunakan
kemasan ramah lingkungan.Menyebarkan
pesan peduli lingkungan melalui media sosial
dengan hashtag seperti #RamadhanHijau atau
#PeduliSampah.Mendorong gerakan sedekah
barang daur ulang, seperti botol plastik yang
bisa dikumpulkan untuk didonasikan ke bank
sampah.

Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk
membangun kebiasaan baik, termasuk dalam
menjaga lingkungan. Dengan menerapkan
kebiasaan peduli sampah selama bulan suci ini,
diharapkan kita dapat terus melanjutkannya bah-
kan setelah Ramadhan berakhir.

Menebar kebaikan tidak harus selalu dalam
bentuk materi atau ibadah ritual semata. Dengan
menjaga kebersihan dan mengurangi sampah,
kita juga telah berkontribusi dalam menciptakan
lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi
semua orang.

Mari jadikan Ramadhan tahun ini lebih ber-
makna dengan menebar kebaikan melalui aksi
nyata peduli lingkungan!(*)

Mendag Pastikan..............
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haan sudah kita tutup, tidak bisa beroperasi lagi," ujar Budi
dalam konferensi pers di Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

Ia menyampaikan pihaknya tengah melakukan inspeksi lang-
sung bersama Satgas Pangan Polri di sejumlah lokasi, termasuk
Bekasi dan Jakarta Utara.

Budi menyebut pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan ke
depan tidak ada lagi Minyakita yang beredar dengan takaran tidak
sesuai.

"Satgas Pangan Polri bersama Kemendag datang ke repacking-
repacking untuk memastikan bahwa ke depan ini jangan sampai
ada lagi Minyakita yang beredar tidak sesuai takaran," lanjutnya.

Selain menindak pelanggar, Budi meminta pelaku usaha untuk
menjalankan bisnis sesuai aturan, terutama menjelang Lebaran. Ia
berkata Minyakita harus dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET)
dan ukurannya harus sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami minta para pelaku usaha untuk tertib, menjalankan
kegiatan sesuai aturan, menjual barang atau Minyakita sesuai HET,
dan ukurannya harus sesuai," tegas Budi.

Di sisi lain, ia memastikan pasokan Minyakita tetap terjaga
meskipun ada penutupan produsen. Stok dinilai masih mencukupi,
apalagi para produsen telah berjanji meningkatkan produksi hingga
dua kali lipat.

"Distributor kita juga banyak, bukan hanya satu atau dua, tetapi
puluhan, sehingga semua tetap berjalan sesuai harapan," katanya.

Budi menyebut pengawasan akan terus diperketat dengan
pengecekan tidak hanya di pabrik pengemasan ulang (repacker)
tetapi juga di pasar-pasar rakyat. Jika ditemukan pelanggaran,
produk tersebut akan segera ditarik dari peredaran.

"Kalau ada yang melanggar, ya harus ditarik. Tim pengawas
Satgas Pangan Polri setiap hari bergerak, baik di pasar rakyat mau-
pun di repacker-repacker yang ada," kata Budi.

Ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai
ketersediaan Minyakita.

"Kami ingin memastikan bahwa pasokan Minyakita tetap ada,
sehingga masyarakat tidak perlu panik. Pelanggaran wajib ditindak,
tetapi distribusi tetap berjalan," ujarnya.

Sebelumnya, Satgas Pangan Polri menemukan tiga produsen
minyak goreng merek Minyakita yang menjual produk tidak sesuai
dengan ukuran di label kemasan.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf menyebut ketiga
produsen itu melakukan kecurangan dengan mengisikan minyak
hanya 700-900 ml pada label kemasan 1 liter.

"Telah ditemukan minyak goreng merek MinyaKita yang secara
langsung dilakukan pengukuran, tidak sesuai dengan yang tercan-
tum di dalam label kemasan," ujarnya dalam keterangan tertulis,
Minggu (10/3).

Helfi merinci ketiga produsen merek MinyaKita nakal itu
merupakan PT Artha Eka Global Asia di Depok, Jawa Barat; kemu-
dian Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus, Jawa Tengah; dan PT
Tunas Agro Indolestari, Tangerang, Banten.

Kemudian beberapa hari setelahnya, Menteri Pertanian (Men-
tan) Andi Amran Sulaiman kembali menemukan dua produsen
lainnya yang menjual Minyakita dengan isi kurang dari 1 liter saat
melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Gede Hardjona-
goro, Solo.

Dalam sidak itu, Amran mendapati meskipun harga Minyakita
di pasaran sudah sesuai dengan HET Rp15.700 per liter, volume
dalam kemasan masih belum sesuai.

Dua produsen yang ditemukan mengurangi takaran adalah PT
Kusuma Mukti Remaja dan PT Salim Ivomas Pratama.

Minyakita produksi PT Kusuma Mukti Remaja seharusnya ber-
isi 1 liter, tetapi hanya terisi 900 mililiter (ml) atau berkurang 100
ml (10 persen). Sementara itu, produk PT Salim Ivomas Pratama
volumenya berkurang 50 ml dari seharusnya.(cnni/js)
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Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan ter-
sangka, termasuk beberapa petinggi subholding Pertamina dan
pihak terkait lainnya. Mereka diduga melakukan impor minyak
mentah yang tidak sesuai prosedur, yang menyebabkan kenaikan
harga bahan bakar minyak dan berdampak pada peningkatan
subsidi dari APBN. Kerugian negara sementara diperkirakan
mencapai Rp193,7 triliun.

Pemeriksaan terhadap Ahok sebagai mantan Komisaris
Utama Pertamina diharapkan dapat memberikan informasi tam-
bahan terkait kasus ini. Kejagung menegaskan akan memeriksa
semua pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Perkembangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan Ahok
akan diketahui setelah agenda pemeriksaan berlangsung.

Apakah Ahok mengetahui banyak tentang dugaan korupsi di
tubuh Pertamina masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Sebagai
Komisaris Utama PT Pertamina dari 2020 hingga awal 2024,
perannya lebih kepada fungsi pengawasan, bukan operasional
harian. Namun, posisinya memungkinkan dia untuk mendapat-
kan informasi strategis terkait tata kelola perusahaan, termasuk
potensi penyimpangan.

Sejak menjabat, Ahok dikenal vokal dalam mengkritik ke-
bijakan internal Pertamina, termasuk terkait pengadaan barang
dan efisiensi perusahaan. Jika ada indikasi bahwa ia mengeta-
hui adanya praktik korupsi tetapi tidak melaporkannya, tentu
itu bisa menjadi bahan pemeriksaan. Namun, jika ia memang
mengetahui adanya dugaan korupsi dan sudah menyampaikan
ke pihak berwenang, maka keterlibatannya lebih pada kapasitas
sebagai saksi, bukan tersangka.

Pemeriksaan Kejagung terhadap Ahok mungkin bertujuan
untuk menggali sejauh mana ia mengetahui atau menduga
adanya penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan
produk kilang Pertamina. Hasil pemeriksaan nanti akan lebih
jelas apakah ia sekadar saksi yang memberikan keterangan atau
ada dugaan keterlibatan lebih jauh.

Jika Ahok berani membongkar kasus dugaan korupsi di
Pertamina, ada beberapa kemungkinan dampak yang bisa terjadi
bahwa kesaksian Ahok bisa membuka pola penyimpangan
dalam tata kelola Pertamina, terutama terkait impor minyak
mentah dan produk kilang.

Bisa mengungkap siapa saja yang terlibat, dari level direksi
hingga jaringan eksternal.

Di sisi lain tentu saja bisa menjadi momentum untuk refor-
masi tata kelola di Pertamina dan BUMN lain. Mendorong kebi-
jakan lebih ketat dalam pengawasan pengadaan dan keuangan.

Ahok dikenal sebagai figur yang vokal dan berani melawan
korupsi. Jika ia mengungkap fakta besar, bisa mendapat dukun-
gan luas dari masyarakat.Bisa menjadi inspirasi bagi pejabat lain
untuk bersikap transparan.

Potensi tantangan dan risiko, tentu saja bisa menghadapi te-
kanan dari pihak yang merasa terancam, termasuk kemungkinan
serangan balik secara politik atau hukum. Jika ada kepentingan
tertentu, bisa saja muncul upaya mendiskreditkan Ahok.

Korupsi di sektor energi melibatkan nilai yang sangat besar.
Pihak-pihak yang diuntungkan bisa berusaha melindungi
kepentingannya dengan berbagai cara. Kemungkinan tekanan
secara pribadi atau profesional bisa terjadi.

Jika Ahok mengungkap kasus besar yang melibatkan banyak
pihak berpengaruh, bisa saja posisinya di pemerintahan atau
BUMN semakin sulit. Namun, jika pemerintah serius dalam
pemberantasan korupsi, pengungkapan ini justru bisa menguat-
kan posisinya.

Kesimpulannya, jika Ahok membongkar dugaan korupsi
di Pertamina, itu bisa menjadi langkah besar dalam upaya
membersihkan BUMN dari praktik koruptif. Namun, ada risiko
yang harus dihadapi, tergantung pada reaksi pemerintah, aparat
hukum, dan pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini.



